BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai peranan advokat

dalam memberikan jasa hukum kepada kliennya dalam perkara tindak

pidana korupsi di Semarang dan Blora, dapat ditarik suatu kesimpulan

sebagai berikut :

. Mekanisme advokat dalam memberikan jasa hukum kepada

(3]

kliennya dalam perkara tindak pidana korupsi di Kota Semarang
dan Blora. Bermula dari klien konsultasi dan kesepakatan masalah
honorarium kemudian dibuatkan surat kuasa untuk mendampingi
klien dari tingkat mana klien-itu akan didampingi apakah di tingkat
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka sidang jadi
tergantung penjelasan-dari.surat kuasa tersebut.

Peran advokat dalam memberikan-jasa hukum kepada kliennya
dalam perkara tindak pidana korupsi di Kota Semarang dan Blora.
Advokat memberikan perannya dalam semua tingkat pemeriksan
yakni peran di tingkat penyidikan, peran di tingkat penuntutan dan
peran di tingkat pemeriksaan dimuka sidang sampai pada

keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



3. Hambatan yang dihadapi advokat dalam memberikan jasa hukum
kepada kliennya dalam perkara tindak pidana korupsi di kota
Semarang dan Blora adalah :

a. Hambatan Internal
Berdasarkan teori atribusi internal hambatan internal adalah
hambatan yang berasal dari dalam advokat itu sendiri.
Hambatan internal ini sangat terkait dengan sumber daya
manusianya, kesehatan dan organisasi advokat yang terpecah
yang mempengaruhi dalam -pembelaanya. Sebagai contoh
hambatan SDM adalah. apabila advokat menangani perkara
yang tidak sesuai dengan keahliannya advokat dapat menolak
perkara/kasus yang akan ditanganinya karena seorang advokat
tidak harus menguasahi semua segala keahlian/ketrampilan
yang dimilikinya

b. Hambatan Eksternal
Berdasarkan teori atribusi ekstermnal, hambatan eksternal kerap
sekali ditemui dalam praktek Advokat dalam memberikan jasa
hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Hambatan dari
eksternal ini dapat dilihat dari situasi’keadaan yang ditimbulkan
oleh orang lain atau peraturan dasarnya tidak sesuai atau
berseberangan dengan praktek dilapangan. Advokat M. Ansori
Harsa dalam menangani kasus korupsi dengan terdakwa bupati

Semarang Bambang Guritno dihadapkan pada hambatan



atribusi ekstern ini berikut adalah hambatan dari atribusi

tersebut :

1k

Adanya stempel/stigma, terdakwa atau tersangka sudah
divonis oleh masyarakat bahwa tersangka/terdakwa telah
melakukan Tindak Pidana Korupsi padahal belum ada
keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap
tersangka/terdakawa.

Penetapan tersangka yang tebang pilih maksudnya
seharusnya ada.tersangka lain yang ikut melakukan Tindak
Pidana Korupsi tetapi tidak dikajtkan sehingga klien kita

merasa dirtugikan untuk pembuktian juga.

3.\ Adanya suatu paradigma bzhwa sescorang yang telah

diajukan /sebagai terdakwa di muka| persidangan dalam
perkara Tindak Pidana Korupsi harus dinyatakan bersalah
dan. diberikan “hukuman dalam putusan Pengadilan pada
fakta—fakta yang ‘ada. Sebagai /Advokat dalam memberikan
perannya sangatterganjal juga dengan paradigma ini karena
belum tentu paradigma tersebut adalah benar adanya.

Apabila Advokat meminta seseorang menjadi saksi
dipersidangan banyak sekali terjadi kekawatiran/ketakutan
malah dijadikan atau dilkutkan menjadi tersangka/terdakwa
sehingga apabila ini terjadi Advokat sulit sekali untuk

menemukan/membuat bukti-bukti untuk pembelaannya.
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Dalam kasus yang ditangani oleh advokat Zainudin dengan
terdakwa Dwi Purwanto ada hambatan-hambatan dalam perannya
sebagai advokat yakni Pasal 72 KUHAP yang bunyinya atas
permintaan tersangka atau Penasihat Hukumnya pejabat yang
bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk
kepentingan pembelaannya. Pada kenyataannya Advokat Zainudin
selama menangani kasus korupsi tersebut mendapatkan kesulitan
untuk mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan padahal itu
untuk kepentingan kepentingan pembelaannya menurut JPU berita
acara tersebut tidak diberikan.dengan alasan tidak jelas atau JPU
tidak wajib “uptuk memberikan turunan tersebut dan sudah
diberikan apabila lewat perantara Majelis Hakim dan di dalam
persidangan walaupun-sudah diminta dan Undang-undang pun
mengatakan demikian.

Hambatan. yang lain-ialah Pasal 17 Uy Advokat Nomor.18 tahun
2003 yang bunyinya dalam menjalankan profesinya, Advokat
berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang
diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya baik dari instansi
pemerintah maupun pihak lain berkaitan dengan kepentingan
tersebut. Advokat dalam menjalankan profesinya dalam praktek
tidak sesuai dengan apa yang dikatakan undang-undang karena
sulitnya memperoleh data dimana ada ketakutan atau gerakan

tutup mulut tidak mau terlibat dalam perkara tersebut dan apabila
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advokat dalam memberikan perannya banyak sekali terjadi
perbenturan peraturan dimana advokat berhak menyimpan
dokumen milik klien disisi lain penyidik dalam pasal 120 KUHAP
berhak menyita berhak menyita barang/benda milik tersangka ini
juga merupakan hambatan bagi seorang advokat.

Peran Advokat sangat diperlukan walaupun banyak sekali
hambatannya seperti tercantum dalam Undang-undang Advokat
Pasal 5 Nomor 18 tahun 2003 yang mengatakan Advokat adalah
penegak hukum-yang sejajar dengan Polisi, Jaksa, Hakim tetapi
kenyataannya Advokat -sepetti dianaktirikan karena merasa
Advokat adalah swasta tidak pegawai pemerintah sehingga dalam
penerapan menjalankan pekerjaannya penuh dengan tantangan
dan hambatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam
memberikan jasa hukum kepada kliennya dalam perkara tindak
pidana korupsi, Advokat menghadapi beberapa hambatan, yakni
hambatan teknis dan non teknis. Dengan adanya hambatan
tersebut diharapkan peran advokat tetap dalam profesionalisme

advokat sesuai dengan sumpah dan kode etik advokat.

B. Saran

1. Undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 harus lebih

disosialisasikan kepada masyarakat dan penegak hukum lainnya
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karena selama ini advokat masih dipandang sebelah mata dengan
penegak hukum lainnya.

Mengenai hambatan dalam Pasal 72 KUHAP yang bunyinya atas
permintaan tersangka atau Penasihat Hukumnya pejabat yang
bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk
kepentingan pembelaannya yang pada kenyataanya masih ada
advokat yang kesulitan memperoleh turunan berita acara
pemeriksaan oleh karena itu sebagai advokat dapat menunjukkan
aturan tersebut kepada penyidik bahwa kita berhak mendapatkan
turunan berita dcara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan.

. Mengenai Hambatan Pasal 17 UU Advokat Nomor.18 tahun 2003
yang bunyinya dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak
memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang diperlukan
untuk pembelaan kepentingan kliennya baik dari instansi
pemerintah -maupun pihak  fain berkaitan dengan kepentingan
tersebut. Advokat dalam-menjalankan profesinya dalam praktek
tidak sesuai dengan apa yang dikatakan undang-undang karena
sulitnya memperoleh data dimana ada ketakutan atau gerakan
tutup mulut tidak memberikan data. Dalam hal ini advokat dapat
menunjukkan Pasal mengenai hal ini dan memberikan pengeriian
bahwa data tersebut hanya untuk kepentingan pembelaan yang

berdasarkan peraturan.



4. Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada kliennya
khususnya perkara tindak pidana korupsi tetap berpegang teguh
kepada kode etik serta Undang-undang advokat

5. Apabila ada perbenturan peraturan antara penyidik dengan advokat
bila perlu advokat dapat menunjukkan pasal/peraturan tersebut
sepanjang tidak perbenturan dengan prinsip-prinsip hukum
misalnya apabila seorang advokat membela klien akan tetapi sudak
divonis oleh masyarakat bahwa klien kita telah bersalah dalam hal
ini menurut hemat kami. advokat dapat mengumumkan atau
semacam ~konferensi pers sepanjang tidak melanggar atau
bertujuan menegakkan prinsip-prinsip hukum dengan memberikan
pengertian kepada masyarakat bahwa sebelum ada kekuatan
hukum tetap harus berpegang pada asas praduga tidak bersalah

6. Sebagai seorang advokat terus meningkatkan iimunya dan terus
belajar.serta mengamati perkembangan hukum dan masyarakat.

7. Apabila ada tindak pidana korupsi yang pembuktiannya sulit
hendaknya dibentuk fim~gabungan di bawah koordinasi Jaksa

Agung dan dapat dilaksanakan.



